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PERATURAN MENTERI  

DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 10 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH 

TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG 

PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK 

AFIRMASI BIDANG TRANSPORTASI PERDESAAN TAHUN ANGGARAN 2020 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 25 Tahun 2019 

tentang Petunjuk Operasional Kegiatan Dana Alokasi 

Khusus Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Perdesaan 

Tahun Anggaran 2020 belum dapat menampung 

perkembangan dan kebutuhan hukum pelaksanaan 

penggunaan dana alokasi khusus fisik afirmasi bidang 

transportasi perdesaan Tahun Anggaran 2020 sehingga 

perlu diubah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

www.peraturan.go.id



2020, No. 928 
-2- 

Transmigrasi Nomor 25 Tahun 2019 tentang Petunjuk 

Operasional Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik 

Afirmasi Bidang Transportasi Perdesaan Tahun Anggaran 

2020; 

 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4575); 

4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 13); 

5. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang 

Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 

Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 257); 

6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 

2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 

54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 

Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 155); 

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 
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(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

463) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

1915); 

8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Layanan 

Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 771); 

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 25 Tahun 2019 

tentang Petunjuk Operasional Kegiatan Dana Alokasi 

Khusus Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Perdesaan 

Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 1787); 

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2020 

tentang Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus 

Fisik Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 678); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH 

TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN 

DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 25 

TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN 

DANA ALOKASI KHUSUS FISIK AFIRMASI BIDANG 

TRANSPORTASI PERDESAAN TAHUN ANGGARAN 2020. 
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Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 25 

Tahun 2019 tentang Petunjuk Operasional Kegiatan Dana 

Alokasi Khusus Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Perdesaan 

Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 1787) diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 6 

(1) Metode pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Afirmasi 

Bidang Transportasi Perdesaan terdiri atas: 

a. lelang; 

b. e-katalog; dan 

c. swakelola. 

(2) Kegiatan yang dapat dilaksanakan dengan swakelola 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya 

untuk kegiatan yang didanai oleh dana cadangan 

DAK Fisik anggaran pendapatan dan belanja negara 

perubahan Tahun Anggaran 2020. 

(3) Dalam hal metode pelaksanaan yang telah dipilih 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 

memungkinkan digunakan sehingga menyebabkan 

target keluaran (output) tidak tercapai, pemerintah 

daerah dapat melakukan perubahan metode 

pelaksanaan tanpa mengubah rencana kegiatan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 7 

(1) Pemerintah daerah dapat menggunakan paling 

banyak 5% (lima persen) dari alokasi DAK Fisik 
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Afirmasi Bidang Transportasi Perdesaan untuk 

mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan 

langsung dengan kegiatan DAK Fisik Afirmasi 

Bidang Transportasi Perdesaan. 

(2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) meliputi:  

a. desain perencanaan untuk kegiatan 

kontraktual; 

b. biaya tender; 

c. honorarium fasilitator kegiatan DAK Fisik yang 

dilakukan secara swakelola; 

d. penunjukan konsultan pengawasan kegiatan 

kontraktual; 

e. penyelenggaraan rapat koordinasi di 

pemerintah daerah; 

f. perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan (tidak 

termasuk perjalanan dinas ke/dari Jakarta) 

untuk pengendalian dan pengawasan; dan 

g. pelaksanaan reviu oleh Inspektorat 

Provinsi/Kabupaten/Kota, tidak termasuk 

honorarium reviu. 

(3) Pelaksanaan kegiatan penunjang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan 

karakteristik daerah. 

(4) Dalam hal biaya penunjang yang diambil 5% (lima 

persen) dari pagu alokasi DAK Fisik Afirmasi Bidang 

Transportasi Perdesaan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tidak mencukupi, pemerintah daerah 

dapat mengalokasikan anggaran tambahan melalui 

anggaran pendapatan dan belanja daerah.  
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3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 8  

(1) Desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf 

a, meliputi:  

a. desain perencanaan; dan  

b. penguatan database dan survey kondisi.  

(2) Biaya tender yang dapat dibiayai sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan 

biaya tender untuk jenis kegiatan yang sesuai 

dengan tahapan kegiatan pengadaan barang dan 

jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan mengatur mengenai pengadaan barang 

dan jasa. 

(3) Honorarium fasilitator kegiatan DAK Fisik yang 

dilakukan secara swakelola sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c berupa honor bagi tim 

persiapan, tim pelaksana, dan tim pengawas 

kegiatan yang telah ditetapkan oleh Perangkat 

Daerah pelaksana swakelola. 

(4) Penunjukan konsultan pengawasan kegiatan 

kontraktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 

ayat (2) huruf d hanya untuk jenis kegiatan 

konstruksi. 

(5) Penyelenggaraan rapat koordinasi di pemerintah 

daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 

(2) huruf e berupa rapat koordinasi terkait 

pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Afirmasi Bidang 

Transportasi Perdesaan yang diadakan di 

kabupaten/kota setempat. 

(6) Kegiatan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f dilakukan untuk 

menunjang persiapan dan pengawasan pelaksanaan 

kegiatan DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi 

Perdesaan.  
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(7) Kegiatan pelaksanaan reviu oleh inspektorat provinsi 

dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7 ayat (2) huruf g berupa kegiatan rapat 

koordinasi antara Perangkat Daerah pelaksana 

kegiatan dengan inspektorat daerah. 

 

4. Lampiran Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 25 Tahun 2019 

tentang Petunjuk Operasional Kegiatan Dana Alokasi 

Khusus Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Perdesaan 

Tahun Anggaran 2020 diubah, sehingga menjadi 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 

 

Pasal II 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.peraturan.go.id



2020, No. 928 
-8- 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 10 Agustus 2020 

 

MENTERI DESA, 

PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN 

TRANSMIGRASI  

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

ABDUL HALIM ISKANDAR 

 

Diundangkan di Jakarta  

pada tanggal 18 Agustus 2020 

  

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.peraturan.go.id



2020, No. 928 
-9- 

www.peraturan.go.id



2020, No. 928 
-10- 

www.peraturan.go.id



2020, No. 928 
-11- 

www.peraturan.go.id



2020, No. 928 
-12- 

www.peraturan.go.id



2020, No. 928 
-13- 

www.peraturan.go.id



2020, No. 928 
-14- 

www.peraturan.go.id



2020, No. 928 
-15- 

www.peraturan.go.id



2020, No. 928 
-16- 

www.peraturan.go.id



2020, No. 928 
-17- 

www.peraturan.go.id



2020, No. 928 
-18- 

www.peraturan.go.id



2020, No. 928 
-19- 

www.peraturan.go.id



2020, No. 928 
-20- 

www.peraturan.go.id



2020, No. 928 
-21- 

www.peraturan.go.id



2020, No. 928 
-22- 

www.peraturan.go.id



2020, No. 928 
-23- 

www.peraturan.go.id



2020, No. 928 
-24- 

www.peraturan.go.id



2020, No. 928 
-25- 

www.peraturan.go.id



2020, No. 928 
-26- 

www.peraturan.go.id



2020, No. 928 
-27- 

www.peraturan.go.id



2020, No. 928 
-28- 

www.peraturan.go.id



2020, No. 928 
-29- 

www.peraturan.go.id



2020, No. 928 
-30- 

 

www.peraturan.go.id


